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KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 disusun 

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang memuat 

tujuan, sasaran dan jadwal untuk satu tahun ke depan. Rencana 

Aksi ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan 

program dan kegiatan  dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

 Rencana Aksi ini merupakan Road Map (Peta Jalan) 

sebagai upaya dan pencapaian keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas yang diemban sebagai unit kerja yang 

mempunyai peran dalam dukungan manajemen berdasarkan 

Rencana Kerja Sekretariat Ditjen Gakkum LHK Tahun 2024. 

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per 

triwulan di tahun 2024 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan 

Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK.

 Rencana Aksi Tahun 2024 ini diharapkan dapat 

mengoptimalkan peran Sekretariat Ditjen Gakkum LHK dalam 

mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas 

kinerja seluruh jajaran di lingkungan Ditjen Gakkum LHK.
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Sekretaris Jenderal,

Dwi Januanto Nugroho
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BAB I. PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2024 adalah 

memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan 

yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan dan Kehutanan. 

Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan 

implementasi kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara 

optimal.



2.   LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum 

LHK dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, 

yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor: SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 Tentang 

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2024;

4. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023 Tentang 

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Tahun 2024;

5. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan 

Hukum Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Nomor : SK. 

/SET.10/KKOTL/REN.0/12/2023 tentang Rencana Kerja 

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK 

Tahun 2024.



BAB II. RENCANA AKSI
Sesuai dengan perjanjian kerja Sekretariat Direktorat Jenderal 

Penegakan HukumLingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  TA  2024 

dan Rencana Kerja TA 2024,  telah  disampaikan  bahwa  sasaran 

kegiatan kinerja Setditjen PHLHK  adalah  meningkatnya kondisi 

birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup 

Ditjen PHLHK. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  indikator kinerja 

kegiatan pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan Target

Meningkatnya kondisi
birokrasi dan layanan
publik yang agile,
efektif dan efisien
lingkup Ditjen PHLHK

Nilai SAKIP pada
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
LHK

80 Poin

Level Maturitas SPIP
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
LHK

Level 4

Laporan keuangan
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum 
LHK yang tertib dan 
akuntabel

1 Dokumen

Perencanaan target dari masing-masing IKK dan output per 
triwulan seperti tercantum pada lampiran.



BAB III. PENUTUP

Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 searah 

dengan pelaksanaan Rencana Kerja Setditjen Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2024 perlu dilaksanakan 

dan dikawal bersama seiring Percepatan Pemulihan Ekonomi 

dan Reformasi Sosial dengan memperhatikan protokol 

Kesehatan. Rencana Aksi ini berpedoman kepada Dokumen 

Rencana Kerja Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan TA 2024 yang telah memasukkan Indikator 

Kinerja yang ditetapkan dan disusun berdasarkan evaluasi, 

arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun 

mendatang, dan titik awal pelaksanaan RPJMN, Revisi Rencana 

Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 

Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK 

Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Rencana Aksi Tahun 2023 ini 

menjadi media yang melengkapi Rencana Kerja Setditjen PHLHK 

Tahun 2024 untuk memandu setiap gerak dan langkah 

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi 

dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat 

dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara 

langsung pemenuhan kinerja.



LAMPIRAN



Rencana Target Kegiatan Pendukung Tahun 
2024



Perjanjian Kinerja Tahun 2024




